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ABSTRAK 
 
Kolaborasi Pemda dengan masyarakat penting dilakukan saat ini karena semakin 
kompleks permasalahan tata ruang yang terjadi namun masing-masing pihak memiliki 
keterbatasan dalam menyelesaikannya. Dalam penyelesaian permasalahan ini perlu adanya 
pendekatan yang lebih bersifat dialogis dan kolaboratif mempertemukan Pemda dan 
masyarakat dalam sebuah forum dialog untuk mengurai permasalahan guna mencari solusi 
yang diterima dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat (Goldstein dan Butler, 2010; 
Bentrup, 2001). Penerapan bentuk perencanaan kolaboratif ini diharapkan menjadi sebuah 
cara untuk membangun kapasitas hubungan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan 
yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan keberlanjutan fungsi ruang (Healey, 2006). 
Sejak tahun 2008 terdapat program yang mampu menjadi media kolaborasi antara 
masyarakat dengan Pemda yaitu Program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman 
Berbasis Komunitas). Program ini mencoba untuk mendesain bagaimana masyarakat dan 
Pemda berkolaborasi dalam tahapan proses perencanaan dan juga tahap pelaksanaan rencana 
guna menyelesaikan permasalahan pemanfaatan ruang di skala lingkungan permukiman. 
Kolaborasi Pemda dengan masyarakat dalam proses perencanaan di Lokasi-lokasi PLPBK 
yang ada di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal telah dilakukan cukup baik dengan 
dihasilkannya indikasi program pembangunan dengan jangka waktu perencanaan 5 tahun.  
Bagian terpenting saat ini adalah bagaimana kolaborasi yang telah terbangun pada saat 
proses perencanaan dapat terus terjalin pada tahap pelaksanaan rencana. Kolaborasi Pemda 
dan masyarakat dalam tahap pelaksanaan akan terwujud manakala adanya sharing 
sumberdaya (pendanaan) dan rencana pembangunan yang disusun masyarakat dapat 
diintegrasikan dengan rencana pembangunan yang dimiliki Pemda. Hal tersebut 
memungkinkan terjadi karena dalam merealisasikan rencana yang ada masyarakat tidak bisa 
menjalankan semua rencana tersebut secara swadaya. Salah satu peluang yang bisa 
digunakan mewujudkan kolaborasi tersebut adalah dengan menggunakan mekanisme 
musrenbang sebagai forum perencanaan pembangunan formal daerah. Dengan demikian 
penelitian ini berfokus pada “sejauh mana program PLPBK dapat diintegrasikan dengan 
kegiatan musrenbang sebagai upaya merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun 
secara kolaboratif antara  masyarakat dengan Pemerintah Daerah?” Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif studi kasus di Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal yang 
dinilai menjalankan Program PLPBK dengan baik. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PLPBK baik di Kota Pekalongan 
dan Kabupaten Kendal masih sulit terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan 
pembangunan yang ada (musrenbang) dan belum membangun kolaborasi Pemda-masyarakat 
secara berkelanjutan pada tahap pelaksanaan rencana PLPBK. Hal ini dilihat dari beberapa 
pertimbangan yaitu (i) ada keterbatasaan anggaran daerah dan perbedaan prioritas 
pembangunan, (ii) adanya perbedaan skala perencanaan, (iii) pola pikir masyarakat dalam 
menjalankan program, (iv) tidak termanfaatkannya produk rencana PLPBK dalam 
musrenbang, (v) Pemda memiliki mekanisme tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan di 
tingkat kelurahan terlepas dari adanya Program PLPBK. Adanya dana APBD yang tersalur ke 
masing-masing lokasi PLPBK selama ini tidak lepas dari peran Tim Teknis sebagai 
perwakilan Pemda dalam program PLPBK yang mengkomunikasikan secara non formal 
kepada masing-masing SKPD terkait. 
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